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PENGANTAR

Kehidupan demokrasi merupakan salah;satu aspek kehidupan politik didn-
donesia, dan sekaligus juga merupakan suatu aspek dari sistem politik di
negara ‘kita. Ketetapan:MPR No. III/MPR/1983 itentang GBHM! dalam
bagian tentang politik menyebutkan bahwa pembangunan politik diarahkan
untink lebih memantapkan  perwujudan .demokrasi Pancasila. Selanjutnya
‘dikatakan bahwa dalam rangka memantapkan stabilitas politik-yvang dinamis
serta- pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu makin meman-
tapkan‘kehidupah konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum. Demikian
pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional, -ser-
ta dimantapkan berfungsinya dan saling berhubungan antara Lembaga~
1embaga T;nggl Negara berdasarkan UUD 1945,

Dalam hubungan itu patut klranya dikemukakan bahwa lima RUU bldang
politik yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR- RI belum Iama
berselang sangat penting artinya, dan kiranya merupakan baglan dari upaya
konstitusional untuk lebih memantapkan tatanan kehidupan politik negara
dan bangsa Indonesia, yvang: tak lain merupakan: bagian dari demokrasi.
Secara keseluruhan inti dari kelima RUU itu mencerminkan usaha penyvem-
purnaan strukiur politik nasional dan kristalisasi prospektif-struktur politik,
untuk mencapai-homogenitas nasional yang lebih efektif guna menyukseskan
pembangunan dalam pembentukan masyarakat adil, makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, hal ini merupakan salah satu usaha
untuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila, g

"Siaf CSIS,

YWihat Keretapan-ketetapan Majelis Permusvawaraian Rakyal Republik Indonesia 1983,
Maskal GBHN, Bab IV, tentang Pola Umum Pelita IV {(Departemen Pcnerangan RI, 1983) hal.
i12.
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Usaha seperti itu merupakan konsekuensi logis dari tekad pemerintah Orde
.Baru uhiuk melaksanakan Pancasila dan UUL 1945 secara murni dan
konsekuen, Namun ‘harus diakui-bahwa usaha.ke arah itu bukanlah sesuatu
yang. mudah Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi kita telah
mengaiamx pasang-surut scjaian dengan sejarah perkembangan masyarakat.
ia tidak rerlepas dari pengaruh-pengarub lingkungan sosial budaya, baik vang
datangnya dari luar maupun yang hidup dan berkembang di dalam
" masyarakat Indonesia sendiri. Proses ini akan berjalan terus dan akan tetap
menjadi bagian budaya bangsa dalam memantapkan perwujudan demokrasi
vang dicita-citakan. Dalam kaitan ini kiranya perlu kita pahamt >’ pertum-
buhan demokrasi tersebut,”” karena mungkin akan bermanfaat bagi usaha un-
tuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Tulisan ini mencoba
untuk menelaah masalah tersebui. Untuk itu berturut-turut akan dibahas:
pengertian demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, demokrad
Pancasila, dan bagian terakhir adalah penutup.

TIMBULNYA PENGERTIAN DEMOKRASI

Ada beberapa magcam tsulah demokram Ada yang dinamakan demokra&
konstxtus;onal ‘demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pan-
casila;’“demokrasi ~ kerakyatan, - demokrasi nasional, demokrasi  liberal,
demokrasyipolitik; demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi:sper-
wakilan, demokrasi langsung; -demokrasi totalitef; dan sebagainya.:Semua
konsep ini-memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya (Yunani)
berarts ”rakyat berkuasa” atau:? governmem or-rule by the peopie

Pacla permulaan pertumbuhannya demokrass telah mencakup beberapa
asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan
i) 'enal kebebasan beragama yang dihasilkan oieh aliran Reformast serta
perang_ érang agama yang menyusuinya :

2:8istem: demokrasi yang terdapat di negara kota (Cny state) Yunam kuno
merupakan demokrasilangsung yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak
membuat® keputusan-keputusan politik - dijalankan secara langsung -oleh
seluruh rakyat/warga negara yvang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Sifat-langsung demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena
kondisi ~wakiu -itu masih sederhana. Gagasan demckrasi Yunani tersebut
hilang:ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat, .dan
Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400).  Ciri-ciri masyarakat
Abad Pertengahan tersebut dikenal dengan struktur sosiainya yang feodat.

_ Abad Pertengahan menghassikan suatu dokumen yang penting, vaitu
Magna Charta (Piagam Besar) pada tahun 1213, yang berisi semacam kontrak
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antara bébé%apa bangsawan dan Raja John dari Inggris: Walaupun plagamdni’
iahsr dalam suasana feodal dan tidak beriaku. untuk:rakyat jelata, namun 1a_
d;anaﬁap sebaga: tonggak daiam pe; kenbangan gagasan de-nokras; L.

Sebelum Abad Pertengahan berakhsr muncuﬁah Jaman Remasssance;
{1350—!600) yang terutama berpengaruh di Eropa Seiatan seperti Italia, semen-
tara Reformam {1500 1650) mendapat’ banyak penglkﬁtnya di Eropa Utara '
seperil Terman,” wass, ‘dan sebagamya Feduaaliran ‘pemikiran’ tersebut _
atas mempers1apkan orang “Eropa’ Barat® untuk menyelam: masa”
”Auf%larung” {Abad Pemsku’an) beserta Rasmnahsme suatu aliran pemlm"
kiran‘vang ingin memerdekakan pikiran manusia daﬂ batas-batas yang dxten—'
tukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio) seinata-maia. -
Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang
pohui\ Tsmbullah gagasan bahwa manusia mempunyax hak-hak poimk yang
tidak boieh dise}ewengkan oieh raja, yang menurut pola ldma lazim mem:,
pmya; kekuasa&n tak terbasas (absoiut) Pendobrakan terhadap kedudukanj
raja- ra_}a absolut ini dxdasarkan atas suatu teorl rasionalistis yang umumnya:
dikenal sebaga: somal contract (kontrah sosxai) 3 Salah satu asas dari gagasan'
kontrak sosial adalah bahwa dunia dxknasal oleh hukum yang timbul dar}\
alam yang mengandung prinsip-prinsip kead:ian yang universal; artm a:i
berlaku untuk semua wakty serta semua manusia, apakah 1a raja, bangsawan
atau rakyai jelata. Huokum ini dinamakan Natural Law (Hukum Alam, fus
naturate). Unsur:universalisme'inilah yang diterapkan pada masalah-masalah
politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja.dan’
rakyat- didasari-oleh suatu kontrak yvang-ketentuan-ketentuannya mengikat
kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu- pihak bahwa.raja:
diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ‘penertiban-dan men-~
ciptakan suasana di mana rakyat dapat-menikmati hak-hak alamnya dengan
aman. Di pihak lain rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak
alam 1tu ier;amm

Pada hak;kam‘ya beberapa teori kontrak sosial merupakan usaha untuk
méndobrak ‘dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik
rakyat, Filsuf-filsuf vang mencetuskan-gagasan ini antara lain John Locke
dari ‘Inggris {1632-1704), :dan Montésquien (1689-1755) dan- 3.J. Rousseau:
(1712:1778) ‘dari Perancis. Menurut John Locke hak-hak politik mencakup
hak atas hidup, hak atas kebebasan‘dan hak untuk mempunyai milik (life,
liberty and property}. Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu
sistem. yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal
dengan istilah Trias Politica. Sementara itu bagi Jean Jacques Rousseau

Lihat Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Hmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1972), hal. 54,
21bid., hat. s5. '
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demokrasi dalam:bidang politik ‘berarti rakyat menyerahkan hak-hak kepada

tajas.uniok: mengatur pemerintahan, namun bila hak-hak. tersebut: tsdak_
'dslaksanahan -:maka-rakyat akan-menuntut-kembali hak-haknya. Ide xcie.

hahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbuikan Revolusi Perancis
‘pada.akhir:abad ke-18; serta Revolusx Amenka melawan Inggns

kc—lg demokrass dx Barat mendapa wujud vang konkrit sebagai program dan

sistem pohttk yang mendasarkan dirmya atas .asas-asas Remerde%\aan m-_

.ds ,_du kesamaan hak serta hak - pilih untuk . semua warga negara.. Jadi,
demokr351 ini muncui dan berkembang atas, dasar funtutan ;akyat banyais_

Selam ifu nmbui pula gagasan bahwa cara vang terbaik untuk membatasi
kekuasaan pemermtahan ialah dengan membentuk konstitusi (tertulis manpun

n” sedemikian rupa sehingga Rekuasaan eksekutif diimbangi® oleh
kekuasaan - pariemen dan lembaga -lembaga “hukum. ‘Dengan demlklan
konstitusi tidak’ hanya merupakan suatu dokimen yang mencerminkan pem-
bagian kekuasaan di antara lembaga -lembaga nepara, tetap: juga berfungsi
khusus untuk menenrukan ‘dan membatasi kekuasaan pemermtah dl satu
plhak dan dl Eam p1hak men}amm hak hak warga necgara.

Sementara uu 1de demohrass meiuas ke btdang -bidang lainnya. Seiam per-:

samaan politik - orang mulai menuntut persamaan ekonomi. Tuntutan: ini
didasarkan:pada pemikiran bahwa -bila: tidak ada persamaan ekonomi,
mekanisnie politik mana ‘pun tidak akan memungkinkan orang bhiasa untuk
mencapal. keihginan-keinginan -dan kesejahteraannya secara wajar. Oleh
karena: itu- persamaan ekonomi diperjuangkan sebagai kunci realisasi
demiokrasi -politik, ; P

Revolusi Perancis merupakan kejadian yang amat luas pengaruhn'ya, tidak

saja-untuk Eropa akan tetapi juga terhadap perkembangan di luar Eropa.
Konsep egalité, fratermté et liberté, menjadi terpencar ke mana-mana, bersame-
but.dengan pemikiran dasar mengenai otonomi individu, hak-hak asasi,
demokrasi, pembagian kekuasaan, republik dan konstitusi. Revolusi Perancis
itu kemudian menumbuhkan gerakan nasionalisme di Eropa: perjuangan ke
arah hak-hak asasi, kemerdekaan, republik dan konstitusi tersebar.

Sementara pcakcmbangan Kapitahsme clan Liberalisme melahirkan
pemxkiran baru mengenal ekonomi, masyarakat, hukum dan negara. Bexsa-
maan dengan itu berkembancvlah Sosialisme.

- Semua perkembangan di atas menyebabkan tumbuhnya perkaitan vang
menjadi semakin erat antara ideologi, politik dan ekonomi. Perkembangan itu

-ffSebagai akxbat dari pergoiakan tersebut d; atas & pada akhu" abad.

isy. Konstitusi itu akan ‘menjamin hak-hak politik dan pembag:an'
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‘pula memacu tumbuhnya kekuatan dan kekuasaan di Eropa: kolonialisme dan
imperialisme, (yang -secara sxstemank menjadi tergaim dengan orientasi
1deolog; polmk ekonomx dan puang _—

Pertumbuhan a]am plkiran seria denoan kejadlan kejadian it selanjutnya__
iclah memecahkan dua kali perang dunia; Perang Duma i terjadj pada tahun,
1914- 1918 Perang Dunia 1T pecah dari tahun 1939- 1945, Akhir Perang Dunia
ter sebut melaharkan pemaklran permk}ran teniang demokrasi vang . amat -
kompleks, yang melanda seluruh masyarakat dan negara khususnya di Empa \:

Setelah Perang Duma II tersebut,.orang menjadi sadar betapa pentingnya
keperluan menegaskan kembali hak asasi. manusia, agar dengan demikian hak..
asasi yang melekat pada_.demekrasx tidak lagi dirusak seperti telah terjach
dalam dua perang dunia tersebut. Usaha itu pada tahun 1948 berhasil dengan.
dﬁer;mzmya »Universal Declaration of Human Rights’’ (Pernyataan Sedunia
tentang Hak-hak Asasi Manusza) oleh negara-negara yang tergabung dalam
PBE. Pemydtaan tersebus bukan sama sekali baru, karena jauh sebelumnya
juga pernah dlganangkan tonggak tonggak yang semacam antara lain: Magna,
Charta (1215), Bill of Rights di Inggris (1689), Declaration des droils de
Phome et du citoyen (1789), Bill of Rights di Amerika Serikat (1789), dan The
Four Freedoms dari Presiden Roosevelt. Dari hal di atas tampak bahwa: yang
sulit bukannya membuat pernyataan-pernyataan melainkan dalam
melaksanakan..'Pernyataan’’ dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Tahun 1966 PBB baru menyetujui >’Pernyataan’
tersebut menjadi- Perjanjian® {Convenant) yvang mempunyai kekuatan
mengikat secara hukum. Perjanjian vang disetujui tersebut adalah: Perjanjian
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial ‘dan Budaya {Convenant on Economic,
Social and Cultural Righis) serta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan-Politik
(Convenant on Civil and Political Rights). Meskipun demikian " perjanjian”’
tersebut baru efektif setelah dinyatakan berlaku oleh PBB pada tahun 1976.

Rumusan tentang Hak Asasi tersebut baik pada Pernyataan maupun Per-
janjian memang gamblang - jelas dan tegas, namun dalam pelaksanaannya.
terutama dan pertama-tama dipengaruhi dan dibatasi oleh keadaan dalam
negara masing-masing. Adapun faktor-faktor pembatasnya antara lain:
undang-undang vang berlaku dalam negara yang bersangkutan, ataupun
pertimbangan-pertimbangan  ketertiban serta keamanan nasional negara
tersebut.?

Wintuk jelasnya likat A.M.W. Pranarka, Sejorafi Perkembangan Pemikiran teniang Pancasila
Sebugai Ideologi, Dasar Negore dan Swmber Hukum (disertast) (Universitas Katolik
Parahyangan, Bandung, 1984), hal. 334-336.

2 Lihat Budiardjo, Miriam, op. ¢it., hal. 120-126.
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E'Sc.jd]an dengan pc: kembangan kesadaran ientang hak-hak asasi manu51a o
bila rdifinjaur-dari sidat: perkembangan berpikir ternyata “di- Eropd saatiin
-orang merasa. bahwa kejavaan rasiongiisme maupun-empirisine telah Adewat
" tehh mencapai kejenuhan. Paham-paham tersebut rernyala tidak mengan-
. tfzr}\an mamma kc aiah ferciptanya I\csqahieraan dan kedamaian, melainkan
menuju” }\epdda }\{etmpisahan dan ke{erpecahan ‘Manusia’ mengaiami
dahtmamsam Pemutlakan semata-mata pada segi pmran dan pengetahuan_
: buku”mcngak;ba&an ketsdakfse;mbangfin - dan akhlrnya memutf
-'I\cpada ke 1amuran '

mud;an mumuilah aliran- ah:an puml\nan ‘baru yam_ pada dasamya

11 semikiran  sebelumnya. "cm1kiran pemikiran  bary’
tersebut rusalnya alirdn eksisrensialisme dari S, Kierkegaard dan lain- Jain’
5ebag;al Teaksi ahran pemlkiran esensmhsnw aliran- pragmatisme dan'_W
Jame‘ scbagai I‘C&l\%i aliran reoredis. Di° sampmg itu fahir pula dhran’allran
“seper i Newman yang menel\ankan ‘assent’’ atau persetuinan, suatu tindaiqanf
dari kehendak. Blondel-Nietzsche dan kawan- kawan yang merumuskan pern-
dlnannva da%am Tkehéndak - untk bertindak, Bergson vang menge{e«
ngahkan “elan Vitil, " dan eerakan- cerakan lain mlsalnva Personc}hsmc
Pul(l)scphv 'o?’ Anuen Phenommoleg», P]z:lcsaphv of 'Life, d'm sclc:us-
nya. . : :

Scmua ahran pemikiran cit atas menyocic;rkan dimensi-dimensi honzontdl-
vertikal- serta dinamis-historis” dan integral dari ‘kehendak "dan tindakan
m'inusm Manusia tetap menjadi pusat perhatian, namun’ tidak lagi pada'

“manusia yangsedang berpikir®’ (cogito dari Descartes), melainkan ‘pada
manusia’ yang ”menghendakl bertmdak ¥ e pense’’ tel ah berubah menjadt
”Je peux dan ”Je veux A : : Pt

-Namun era ini puan tidak mengantar orang kepada suasana tentram dan se-
jahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena aliran-aliran
pemtikiran:tersebui 'kurang menyentith masalah-masalahkonkrit seperti sistem
sosialpolitik: 'maupun’ ekonomi, dan berkembang: dalam suasana personal
{pribadi}. Situasi yang demikian mengundang munculnya aliran-aliran Seperti
Neomarxisme dengan tokohnya misal: Karl Korch - ‘George Lukacs dan
kawan-kawan. Pada prinsipnya aliran vang mempunyai inspirasi dari salah
satusajaran-'Karl Marx ini ‘menentang semua hal yang bersifat dogmatis
otoriter. Buat mereka, semua sistem kekuasaan yang mana pun selalu bersifat
represif. Dalam aliran ini ada pula kelompok Kritik Sosial dari *’Sekolah

ll,,lh&{ A MW, Pranar ka, Alam i’mmn Post Positivisme: Amropoiogl sebagai Alat Ana];sa
dan Humanisme sebagai lécoiogl,” dalam Sware Karva, 10 Pebruari 1976, Juga dari penulis yang
sama dalam harian tersebut dengan judul “'Siivasi Kuliural Dunia Dewasa i, 7 dan 8 Januars
1976.
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_ mnkjw{” dengan {okoh misalnyar Hebert Marcuse = Max: H{}rkhumer

Kelompok .ini: membenkan keritik iyang “tajam. terhadap: keadaan - sosial
masyaiakat Mcreka berpendapat. bahwa masyarakai modern: meiupakan
sistem yangtertutup dan bersifai total. Semua dasar’sistem dalam masyarakat:
-tersebint’ bertungsx shanya untuk:. meznpeibesar untung; atan nodal sematas
matad: sSementara: itusatas nama. kebebasan, smuncullah . orang- orang . vang.
menemang siruktug: dan estabi;shmcni Dbaik yang disampaikan secara: halus~2
lunak; anaupun: yaﬁg secdra kasar- radskal Kondisi masyarakai ycmfz seperiiini
Lemudlan ‘melahirkan: pemikuan pemika;an dan teori tentang ’’'negara; ydng_.
secianG ‘berkembang?ataw. eort Bunia; fi’enga, ‘serla: isyusisyu’ mengenai
d@nzok:cm: global. Orang. mulax ie;gugah untuk - mcm;erhan masyarakai:
négard dan dunianya set.ara Jehih:stub = menyeluruh;-bersifat nasional idan:
mondial; dan -tidak lagi‘secara ‘sempit-partial “dan terpisah-pisah. Dalam
rangka - pemikiran - itu; ‘kemudian muncul waliran - strukiuralisme: Melalup
pendekatan strukiur dan fungsi yang dikenal sebagal aliran fungsionalisme,

atau juga teori dependesi, oxang berusaha secilkit banyak untuk menyemuh
problum demokrass mondxal |-

Mel;hal bahwa sejarah per%\embangan pems%nan manusia manpun upaya
melaksanakan - harkat asasi-manusia belum Juga “selesal, ‘maka ‘kiranya
pemikiran tentang demokrasi-pun juga belum ada yang tunias. Oleh'sebabiitu
tidak akan ada demokrasi yang murni, karena ia seialu melckat pada manusia
vana hidup pada ‘jaman dan ‘waktu yang terientu. Sekalipun demikian harus
diakui bahwa telah (ercipta referensi-referensi- kemanusiaan yang pantas
dssyukﬂrs, mxsalnya kemmdsz}\aan hukum, }\eadﬂan dan sebagamya

Dengan dem;klfm dapat dxkatakan bahwa dalam alur - 'pemikiran’
demokrasi, di satu pihak telah membushkan hasil-hasii vang nyata - semen-
tara ch plhak lain teiap maslh mengundang pendapat d'm dzskusl

MASUKNYA. PEMlKiRAN PEMIKiRAN BARAT KX INDONESIA

_ Dengan masuk dan tumbuhnya l{ﬁ.kuasaan Barat di selmuh duma ter~_
masuk di Indonesia, masuk pula perkembangan pemikiran yang terjadi di;
Eropa, terutama melalui orang-orang Indonesia yang diberi kesempatan
untuk menempuh pendidikan di Eropa. Orang indonesia mulai mengenal dan
membaca ajaran-ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan,- persamaan,
demokrasi, republik dan konstitusi: Ajaran tentang hukum, negara dan

masyarakat dipelajari. Pemikir-pemikir seperti Joiin Locke, Thomas Hobbes,
Rousseau, Voliaire, Kant, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx -menjadi
diketahui. Individualisme, Kapitalisme, Sosialisme dan Marxisme didalami.l.

'Lihat A.M.W. Pranarka (disertasi), op. ¢if., hal. 337-338.
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: --'.Sebe_namya pengaruh Barat, terutama agama (MNasrani) dan perdagangan;
telah masuk ke Indonesia sejak penjelajahan Spanyol dan Portugal, walaupun
- pengaruh ini belum banyak membawa perkembangan pemikiran-pemikiran -
dari-Eropa. Pengaruh pemikiran Barat baru mempunyai arti pada awal abad
ke-20.:Akan tetapi, pengaruh Barat itu masuk ke Indonesia bukan sebagai:
masyarakat yang kosong. Sebeluminya, agama Islam telah lebih dahulu:
berkembang  dan mempunyal pengaruh terhadap perkembangan ~alam.
pemiikiran Indonesia. Selain ity, sebelum Islam, Hinduisme dan Budhisme®
merupakan unsur dari lnar vang telah lebih dahulu masuk dan telahupula:
mem:benjmk.perkembangan alam pemikiran seria kebudayaan dan masyarakat
_ di Indonesia. Balikan sebelum masuknya pengaruh dari luar, di Indonesia.
telah ‘terdapat masyarakat dan kebudayaan sendiri, yang kemudian dikenai
dengan masyarakat adat dan kebudayaan tradisional. Dengan demikian,
situasi'di Indonesia pada awal abad ke-20 itu sungguh merupakan masvarakat
dengan-alam pikiran yang majemuk.

Pada awal abad ke-20 itu sejarah bangsa Indonesia mengalami perkem-
bangan yang amat penting, yakni terjadinya gerakan kebangkitan nasional.
Salah satu faktor yang kiranya ikut membentuk tumbuhnya kebangkitan na-
sional itu adalah pertemuan dengan perkembangan pemikiran di Eropa. Pada
tanggal 20 Mei 1908 berdirilah suatu perserikatan yvang diberi nama Budi
Utomo.  Saat berdirinya perserikatasn ini {1908) diterima sebagai awal
kebangkitan nasional, dan tanggal itu telah menjadi hari Kebangkitan MNa-
siocnal Indonesia. :

Sebagai suatu peristiwa yang terjadi dan berkembang di dalam sejarah,
Kebangkitan Masional sebagai suatu gerakan adalah suatu peristiwa vang
kompleks. Ia tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia yang sifatnva ma-
jemuk, dari berbagai aliran yang bergerak pada berbagai bidang vang pada
mulanya tidak saling berkaitan. Terjadilah gerakan yang terdiri dari orang-
orang Indonesia ash, perkumpulan campuran. Ada gerakan kedaerahan,
pemuda, wanita dan perkumpulan serikat sekerja. Terdapat aliran yang
bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, perdagangan dan
politik. Kebangkitan nasional itu berawal dari geraknya aliran-aliran vang
heterogen. :

Datam perkembangan selanjuinya, gerakan yang sifatrya majemuk itu
menemukan titik temunya (konvergensi) yang memberikan identitas kebersa- .
maannya yakni kebangsaan. Aliran-aliran vang secara ideologis berbeda
{bhinneka} menemukan titik temunya di dalam konsep kebangsaan {iunggal
ika). Kebangsaan menjadi ideologi dasar dari gerakan kebangkitan nasional.
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa yang meng-
ungkapkan terjadinya proses dan momentum konvergensi itu. Dalam Sumpah
Pemuda itu Ideologi Kebangsaan mulai menemukan perumusannva




PERTUMBUHAN DEMOKRASE : 571

. Akan tetapi, walaupun telah tumbuh ideologi kebangsaan itu, gerakan dari
berbagai ahran massh ber Jalan terus, Heterogemias alam pikiran 1cta§3 ada

na%mnéi yang ielah menjada gemkan i\ebangsaan itu. Tm!\ temu yang t;mbul

kemudlan adalah tumbuhnva orientasi politik yang makin kuat. Gem}\an

kebangsaan ‘menjadi gerakan“kemerdekaan: Indonesia. Fokus bersama dari

aliran-yang berbeda-beda ‘itu ‘adalah menuju. Indonesia ‘merdeka. Namun’
karepa aliran berbeda maka bisa dipahami bahwa cara yang ditempuh untuk..
mencapai Indonesia merdeka juga. berbeda, masing-masing dengan pilihan
dan idecloginya. Di dalam pertumbuhan gerakan itu.dapat dilihat adanya tiga
ideologi vyang - dominan: ideologi-Kebangsaan, ideologi Keagamaan danl :
ideologi Barat:Modern Sekular..Meskipun. demikian, sebagaimana halnya
dengan Sumpah Pemuda, ideologi changsaan rumbul sebagai ideologi yano'
memberikan titik temu terhadap heterogenitas aliran yang dapat membawa,
berkembangnya proses perbedaan ke arah perpecahan. Ideologi Kebangsaan
merupakan pemikiran yang sesuai dengan struktur masyarakat Indones;a,
maneka Tunggal ika.! . : : o

Adanya aliran polmk vang berbeda 11u tercermin juga dari ltzllsan Soekar-.
no, yang dalam tahun 1820-an muncul sebagai tokoh politik dan cendekiawan
mﬁda'ihddﬁesia mengenai tiga aliran politik; Masionalisme, Islam dan Marx-
isnie. 2 Karena ketiga aliran pohtsk ini berpengarch luas dalam masyarakat
pada waktu itu, maka peranan mereka perlu diperhitungkan. Ketiganya
memang berbeda, bahkan beftentangan, namun Soekarno melihatnya sebagai
suain kenyataan yang hiciup dalam masyarakaz Di samping itu, walaupun ada
perbedaan kenganya mempunyai segi-segi positif bagi masyarakat Indonesia.
Segi positif inilah yang ingin dimanfaatkan oleh Soekarno. Dan hal ini hanya
bisa di(_apal melalui saling pengertian {musyawarah mupakat) guna mencapai
ttik temu sehingga ketiganya bisa dtpe{satukan uniuk mencapaa tu;uan ber~
sama, yaitn kemerdekaan.

Pemikiran politik Seekarpo ini tercermin juga dari pidatonya tentang Pan-
casila pada tanggal 1 Juni 1945 terutama dalam uraiannya tentang sila
musyawarah atan demokrasi. Ia mengatakan antara lain, bahwa apa-apa
vang belum memuaskan dibicarakan dengan permusyawaratan di dalam.
Badan Perwakilan. ‘Melalul permusyawaratan segala perbedaan atau peften—
tangan akhirnya bermuara pada mupakat yang menentukan mana yang basa
diambil sebagai aspirasi dan pandangan bersama. "’Saya yakin, bahwa syarat
yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, per-

Vibid., hal. 339-343.

Y ihat Soekarno, ’’Masionalisme, Islamisme dan Marxisme,” dalam bukunya i Bawalh
Bendera Revolusi (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), Jilid 1, hal. 1-23.
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waiqlan 1 Dx sampm;ﬂ dLmOE\I‘dSi polm%\ pada Rcscmpatan tersebut Sodcam-
no Juga mengemuka}\an tentang demokrasi-dalam bidang sosial ekonomi,
Dcmo!\;as; Pamasﬂa vang R:ta kenal sekarang ini antara lain berasal d" n
pemlturzm Sockarno ini yang kemudsan dliuangkan ke dalam. UuD 1945

“8ejarah pergcnakﬂn nasional kita: memang diwarnai oleh muncuinya ber»
bagaivmacam organisas sosial dan politik:yang heterogen. Namun mereka
sadar; akan::peatingnya - tuniutan - persamaan -hak dalam politik . yang
berpengarnh:iterhadap  pertumbuhan. demokrasi; oleh karena inti. gagasan:
demokrasiiyang ‘sebenarnya addlah tuntutan persamaan; hak tersebur, ‘Akan
tetapi;ikarena kurangnya perhatian terhadap tanggung jawab atau kewapban
politik; singkah. laku: politik: mereka menjadi. mudah - bertikai. Mereka.
cenderung untuk memiliki kebehasan berpolisik tanpa batas, walaupun harus
diakui “bahwa Kecenderungan tersebut dapa: merangsang  kreativitas
masyarakat dalam berbagaiaspek kehidupan seperti kebudayaan, pendidikan,
ekonomi, keagamaan, sosial dan politik; misalnya pemikiran-pemikiran dari
Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Sutan Sjahrir, Natsir, dan sebagai~
nya. Ini berarti bahwa suasana pertikaian itu juga membawa manfaat bag1
pengemban"an intelektual mawaral\a{ :

Kesadaran !\ebanwsaan dan kesadaran demokrasi d'li‘ll'n arti yazw khas (na«
sional) dan modern (demokrasj Barat}, sebenarnya tumbuh secara bersamaan
Semua aliran yang berbeda dari gerakan kebanssaan l\:ia dengan cara dan
plhhan 1deo§oamya masing-masing, mempcrwangkan ha}\ dan E\Lbcbasan
Papat disebutkan misalnya, mzosi. Tjokroaminoto padd tahun 1918 (saat
Dewan Rakyat dsi)emuk) mcmmtut agar "’secepat-cepatnya harus dssusun
suatn pariemcn yang dipilih di antara rakyat dan oleh rakyat dengan hak
menentukan, hukum sepenuh-penuhnya dan dibangunkan suatu pemenmah
Yailg menanggung jawab pada parlemen tersebut.”” Pada tahun 1941, GAPI
{(Gabungan Politik Indonesia) juga mengeluarkan mosi senada yang menycbut_
bahwa parlemen yang dikehendaki hendaklah merupakan *’suatu badan vang
tertinggi untuk membuat Undang-Undang di dalam negeri.’’*

Pemampm pcmimpm pergerakan keban%aau setaju  dengan prm%ip-
prinsip itu. Moh. Haila, dalam tulisannya “Ke Arah Indonesia Merdeka,™
menekankan sekali masalah kedaulatan takyal rdkyat vang memilih wakil-
wakilnya ‘dalam badan perwakilan, dan dari wakil-wakil atan dari dalam
baddn perwakzlan ity dipilif anggoia pemenmahan

Sementarg menurut Hatta, bahwa dasar demokrasi kita itu mempunyai
tiga sifat yakni cita-cita rapat, cita-cita protes massa dan cila-cita tolong-

Hiniuk jelasnya lihat Muh, Yamin, Naskah Per siapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid | {Ja-
Jjasan Prapanija, 1959), hal, 74.75. ’

2Lihet Deliar Noer, "Perkembangan Demokrasi Kita,” Prisma, 2 Pebruari 1977, hal, 26
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zmenolong Rapat adalah tempat rakyat -atau utusan rakyat bermusyawar 2h
dan.mupakat-tentang: segala urusan yang-bersangkuian dengan per sekutuan
.hidup dan keperluanbersama. Cita-cita proies massa adalah hak rakyat: umuk
“membantah-dengan caraumum segala peraturan negeri yang: d)pdnciang t:dak
: adai Dan cita-cita tolong- menolonc merupakan-dasar kolekiiviias dan .dasar
;Jelekonomaan berkopefas; Namun karend dasar-dasar itu belum cukup un-
tuk memenuhi tuntuian hidup abad: ke-20, di samping tentu ada:kelemalian-
-nyaj maka dasarzdasar.ini:periu dikembangkan agar menjadi asas demokms:_
‘nasional; Sedanﬂ%{an dalam bidang. ekonomi, demokrasinya berdasar: pada
535 kekelua;gaan vaitu bahwa: #’Segaia penghasilan .yang mengenal .orang
banyak harus-berlaku di-bawah tanggungan orang banyak juga.®? Pemikiran
ini‘kemudian‘menjadi dasar demokrasi:ekonomi yang 1erc,amum dalam ‘Pasai
33 UUD 1945, : ) b

Menurui Ks Hadjar Dewantara, seorang tokoh pcrszcmhan ;1&51011511
pailam dcmakrasmya bertizik. tolak dar kesamaan -vang difandasi oleh
keadilan - sosial. . Untuk ini Ki Hadjar Dewantara sering mcmpernunakdn
Teama rata.sama rasa’’ atau dengan 1sts§ah Dkeluarga.” Paham demokrasl
dalam 'keluarga’ tersebut menampilkan hak dan kewajiban _anggota
keluarga seturut peran dan fungsinya, Demlkiazl pula paiiam demokrasi dalam
masvarakat ataupun dalam negara :

e Semua paham demoi\rasx cil atas, baﬂ\ yang datang dari luar maupun vang
berasal dari dalam Indonesia sendiri, seniua bertemu dan berpadu secara in-
tensif, dan berlangsung datam kurun waktn yang tidak singkat, yang anhxmya
muncul:demokrasi vang khas Indonesia - seperti dirumuskan dalam Pancasiia
dan UUD 1945. 1a bukan lagi milik kelompok atau golongan, tetapi mengaiaqa
perbedaan dan keragaman, la telah menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.
Bagaimanakah tumbuh dan berkembangnya demokrasi Indonesia %erscbui
hal ini akan dibahas dalam uraian berikut ini.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Seperti kita lihat dalam uraian di muka, perkembangan demokrasi.di In-
donesia tidak bisa dilepaskan dari kontak temunya paham demokrasi:yang
datang dari luar dengan paham demokrasi yang tumbuh dan berkembang di
indonesia. Hasil kontak temu dua aliran tersebut akan melahirkan paham de-
mokrasi kepribadian Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan
LUUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, demokrasi terscbut dmyatakan
sebagai: “'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmal kebijaksanaan dalam pet-
musyawaratan/perwakilan,” sementara dalam UUD 1945 demokrasi tersebut

Ubid., hat. 21.
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:mendamt uraiannya sehmgm tampak. bahwa demokrasi kiia mencakup

banyak:segi kehidupan, baik-dalan bidang politik, sosial ekonomi: maupun
dalam bidang kebudayaan. Adapun yang menyangkut sekitar bidang pelitik
antaralain <adalah: Kedaulatan adalah: di tangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh ‘Majelis Permusyawaratan Rakyat (] ayat 2); segala Warga
negarg: bersamaan kedudukannya ‘di dalam ‘hukum dan:pemeriniahan ‘dan
wajib'menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiriya
(27 -ayai1); kemerdekaan berserikat dan: berkumpul, mengeluarkan pxk:ran
dan’ tulisan”dan’ sébagainya ditetapkan ‘dengan Undang-undang (28);: (tiap
-warga negara.berhak dan ‘wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (30
ayat-1).”"Sementara’yang menyangkut sekitar bidang sosial ekonomi antara
Tain: Tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan vang lavak
bagi kemanusiaan (27 ayat 2); perekonomian disusun sebagai usaha bersanya
berdasar atas asas kekeluargaan (33 ayat 1); cabang-cabang produksi yang
pentmg bag1 negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara (33 ayat 2) bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung di
dahmnya dxkuasaz oleh negara dan dnpergunakan uniuk sebesar-besar kermaks
muran raky&t (33 avat 3); sedangkan yang menyangkut sekitar bidang kebuda-
yaan antara lain adalah: Negara men;amm kemerdekaan tiap- tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untul beribadat menurut aga-
manya dan kepercayaannya itu (29 ayat 2); tiap warga negara berhak menda-
pat pengajaran; pemermtah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, vang diatur dengan Undang-Undang (31 avat I dan 2),
pemenmah memajukan kebudayaan nasional Indonesia (32)

" Paham demokms; vang demikian tersebut sekalipun telah tertulis dalam
Pancasﬂa dan UUD 1945, ternyata belum bisa dilaksanakan dengan baik -
tetapi masih menga[ami pasang surul seiring dengan tumbuh dan berkeém-
bangnya keadaan sejarahk dan negara. Demokrasi sebagaimana telah
dinyatakan dalam Pancasila dan UUD 1945 pertumbuhan dan perkembangan-
nya ditentukan oleh banyak fakior, antara lain faktor keadaan sejarah
bangsa. Demokrasi di Indonesia kalau ditinjau dari perkembangannya, maka
dapat dibagi dalam 4 {(empat) masa, vaitu:

A. Masa pemerintahan 17 Agustus 1945 - 14 Nopember 1945;
B. Masa pemerintahan 15 Nopember 1945 - 5 Juli 1950,
C."Masa pemerintahan 6 Juli 1959 - 30 September 1965;

I3 Masa pemerintahan Orde Baru.

Masa Pemerintahan: 17 Agustas 1945 - 14 Nopember 1045

Pada masa itu sistem pemerintahan berbentuk Kabinet Presidential.
Kesibukan pemeriniah terutama dipusatkan pada usaha memperiazhankan
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; k'{:merdekaan yang baru saja diproklamasikan.-Dengan demikian UUD:1945
" belum.bisa; dijalankan, ‘sementara yang de facio berlaku adalah Aturan
‘Peralihan pasal IV. yang menyatakan® bahwa: “'Sebelum Majelis . Per-
 musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan
'Agung dlbentuk menurut UUD ini, segala kekuasaanﬂya dijalankan “oleh
Prcsaden deng'm bantuan Komite Nassonal” ‘Sulit menyatfakan bentik
demokra31 yang dlpraktekhan pada masa itu kar cna ternyata UUD 1945 belum
~ ‘bisa duaiankm Tetapi dalam usaha mencari bentuk praktek demokrasi, imun-
~‘chlnya peristlwa penting yakm Maklumat Pemermiah tanggal 14 Nopember'

"1945 tentang Ppenggantian sistem Kabinet Pressdentsai dengan sistenr Kabinet

-Parleme;;_tcx, -jelds ‘tidak-bisa’ diabaikan. Tatar ‘belakang muncuinya sul
" UBPKNIPyang kemudian disetujui Presiden-dan.akhirnya menjadi Maklumat
Pemerintah: merupakan salah satu praktek demokrasi pada waktu itu. Penig-
gantian sistem Kabinet Presidential menjadi sistem Kabinet Parlementer
tersebut bisa ‘dikatakan sebagal penyimpangan konstitusional. Dengan
praktek demokram yang demlklan, maka masa pcmermtahan pre51dentsal-
berakhsr

Masgi_iﬁemgriﬁimmﬁ 15 Nopember 1945 - 5 Juli 1959

* Ber akhirnya masa pemerintahan Kabinet Presidential disusul dengan
berlakunya sistemn Kabinet Parlementer. Pada masa Kabinet Parlementer ini,
dapat dibedakan dua periode, yaitu:

1. Periode pemerintahan muiai 15 Nopember 1945 - sampai akhir masa berla-
kunya Konstitusi RIS, yaitu 17 Agustus 1950;

2. Periode pemerintahan mulai 18 Agustus 1950 - 5 Juli 19592, saat diberlaku-
kannva ULIDS,

Palam kurun waktu pemerintahan Kabinet Parlementer yang mencakup .2
(dua) periode tersebut, kendali pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri
vang bertanggung jawab kepada Parlemen. Sementara Presiden adalah Kepala
Negara vang tidak dapat diganggu gugat. Pola pemerintahan yang demikian
demokrasinva disebut demokrast liberal. Partai politik memainkan peran yang
amat menentukan. Mantap tidaknya pemerintzhan dicerminkan oleh kuai
lemahnya_partai politik, Padahal munculnya dan hadirnya partai-partai
politik pada wakiu itu belum bisa dikatakan mendorong dan mendukung
mantapnya pemerintahan, sekalipun munculnyz banyak partai bisa dikatakan
suburnya alam demokrasi. Ketidakmampuan partai memantapkan pemerin-
tah karena antar partai saling berselisih dalam ideologi vang sempit. Per-
tikaian bukan semakin berkurang, tetapi justru semakin meruncing.
Perdebatan di parlemen israng yvang menghasilkan sesuatu vang berguna bagi




rakyat: harwak Akibatnya kabinet atau pemerintah sering berganti, sehingga
debijaksanaan sering berubah. Sistem banyak partai yang dipuknakan C;Lzm
-lcnvap dengan Pemlh 13:} Umum 1955 lernyata me%eset

i Pumhhan Umum 1955 bLiUﬂi membawa mabghtas yang (;§1ham)l~ar 1

samping iy, “tidak ; aatu pun darl empat partai besar hasil pemilihan mnum
(PNI; :Masyumi, NU dan PED berhasii memperolel- kemenangan mutlak,
sementaraidizpihak Jlain nms;h ada_beberapa partai kecil yang sefaly bxsa
. mun;mna’aruiﬂ suasana.-Kampanyve pemilihan umum yang terialu lama,. juga
ielak, menve.iaabkan emosi_politik yang amat tinggi, schingga seakan- akan'
:mf.mbcnhan kesempatan bag,s pertentangan-aniar.ideologi vang telah merun-
cing, vang kemudian terbawa pula dalam sidang Dewan Konstituante sehmgga
pcuskanan %mdkm menjadi-jadi.

Pcmkalan amdr partai telah mcnvcbabkan }\Lgoncangan sehmf’ua suln
muw.apa; konsensus. Dengan demikian keadaan menjadi semakin kacau,
sementara pergolakan daerah meningkar dan pertentangan ideologi, ALerus
berlangsung. Dalam keadaan vang demikian keberadaan Presiden Soekarno
semakin kuat. Akhirnya, dengan dukungan militer (terutama Angkatan
Barat), Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit
vang isinya antara lain: Membubarkan Dewan Konstituante; dan menetapkan
Undang-Undang Dasar 1243 berlaku kembali, dan tidak berlakunya lagi
Undang-tIndang Dasar Sementara 1950. Dengan demikizn berakhirlah masa
demokrasi parlementer, dan mulailzh masa demokrasi terpimpin.

Masa Pemerintahan: 6 Juli 1939 - 30 September 1965

‘Pada masa ini, pemeérintah menvatakan mulai berfakunya kembali UUD
1945 melatui Bekrit 5 Juli 1959, Sebenarnya dekrit tersebut merupakan usaha
mengatasi kemacetan politik pada waktu itu, namun prakiek politik Soekarno
banyak menyimpang dari UUD 1945 stu sendiri. Misalnya dalam tahun 1960,
ia sebagai Presiden membUbarkan Parlemen (DPR) hasil pemilihan wmum
dan menggannkann}«a_ dengan DPR-GR buatan sendiri, vang fungsinya lebih
sebagai pembantu Presiden. Pimpinan Dewan diangkat sebagai Menteri dan
fungsi-kontrol ditiadakan. Dengan cara démikian kekuasaan Parlemen bukan
saja lenyap, tetapi sekaligus melumpuhkan fungsi‘lembaga tersebut.

Partai-partai politk, dan pers vang tidak sejalan dengan rel revolusi
disisihkan dan dibreidel. Front MNasional sebagai badan ekstra-konstitusional
didirikan. Perkembangan politik ternvata dimanfaatkan oleh PXI. PXI
sebagal pariai politik yang mempunyai pengaruh mempergunakan Front MNa-
sional sebagai arena kegiatan mempersiapkan terbentuknya demokrasi rakyat
(sesuaidengan takiik Komunisme). Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden
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‘Sockarno: sebagai -bentuk dari 2’demokrasi yang terpimpin’ lebih banyak
climmai'dlch sifatssifatdikiatorial.-Sedangkan-politik-mercu-suar di bidang
Suarneperd d@n 2k onomi di-dalam negeri telah mc:wcbabkan keadaan ckonomi
Smenjadi bertambah suram. * Periode 1 7Mterpimpin’? < ini - berakhir dcngan
. _sndcmsma G:30- S/P}xl dan Jatuhnyva, kepemlmpman Soekarno

Walaupun Dekrit 5 Juli 1959 memberlfakukan kcmbah UUD 1945 prakiek
_'demo%msl t_:._rp;mpm Justris-, banyak berteniangan dengan maksud Dekrir
- tersehutzidenokrasic sebagaityang tercantum- dalam Pembukaan dan Batang

-Tubuil UUD 1945 tidak: tampak. Prakiek yang: mcnyunpang dari- UUD 1945
C lem\dm menjerumuskan- kehidupan berbangsa dan:bernegara Republik .Ins
“sdlonesiatkesdalamipetualangan politik Partai Komunis Indonesia. Belajar dari- -
pengalaman-pengataman: Jtersebut  sampailah  kepada - kesimpulan untuk
melaksanakan demokrasi seperti iyang ter¢antum dalam Pembukaan UUD
1945 -secara -murni dan: konsekuen, dan itu adalah:bukan demokrasi
parlementer liberal bukan demokrasi ter pimpm akan ietaps demokrasi Pan-
casila. : :

Mdsa Pemermﬂahan @rde Baru

Pemermtah Orde B'xru yvang menggantikan Qrde lama dengan iekad
melaksanakan  demokrasi Pancasila -secara murni dan konsekuen, sesual
dengan tuntutan dan ketentuvan UUD 1945, Dalam rangka ini pemerintah
Orde Baru telah melaksanakan berbagai tindakan korektif untuk meluruskan
penvelewengan terhadap UUD yang telah terjadi- pada masa demokrasi ter-
pimpio- di-masa sebelumnya.! Untuk tujuan itu pemerintahan Orde Baru
menuntut-terciptanya stabilitas politik guna dimungkinkannya dimulainya
pembangunan di segala bidang. Sejalan dengan itu secara bertahap pemerin-
tah berusaha uniuk rerus memantapkan kehidupan demokrasi sesuat dengan
Pancasila dan LIUD 1945,

Salah satu titik pangkal Ordet Barn adalah Ketetapan MPRS No.
H/MPRS/1966 yang menerima baik isi memorandum DPR-GR tertanggal 9
Juni 1966 khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan
Tata Uruian Peraturan Perundangan Republik Indonesia, di mana dinyatakan
kedudukan Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia.
Dari hal itn ielas bahwa Orde Baru berusaha mewujudkan pelaksanaan Pan-
casila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen meialui jalan konstitu-
sional. Dalam kaitan ini patut kiranya dikemikakan juga pidato Pejabal

TAtas dasar alasan fiu memang dapat dibuat perbedaan sejarah politik di Indonesia menjadi
dua fase: (1) fase menear bentuk demokrasi; {2} fase melaksanakan demokrasi Pancasila, lihat
s, Moerdiona, Media Karva, Mo, 6, 11 Agustus 1984, hal. 5-11.




Presiden Jenderal Scehario di depan Sidang DPR-GR ranggal 16 Agustus 1967
vang. antara‘lain menegaskan bahwa »Orde Baru tidak lain adalah tatanan
seluruh ‘perikehidupan’ rakyat, bangsa dan negara vang diletakkan’ kcmbah
kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 19457 "Mempertahankan, memur-
nikan wujud dan-memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, ;iulah
: fungsl dan tu_;uan Ordc Ba;u -

il -.Pemxhhan Umm Iﬁ’.’l'ih spula dilaksanakan sebagal realisast pembangunan
demokrasi: berturut-turit pada tahun 1971, 1977 dan 1982, dan akandilan-
jutkan: pula dengan-pemilihan- pemshhan umum di masa yang akan clat&ng
Pemilihanumum:ita tidak hanya sekedar hal yang rutin, letapi mempakan
sarana‘sdan “dipergunakan -dalam rangka mewujudkan demokrasi'tsesua
dengan cita-cita nasional berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 11945,
Dalam rangka pembangunan politik yang demokratis, Pemilihan Umum juca
merupakan infrastruktur yang utama, yang hasilnva mencerminkan par-
tisipasi ‘semua polongan dalam masyarakat. Partisipasi ini merupakan’ salah
satu bentuk perwujudan kehidupan vang demokratis,

Akan tetapi pembangunan politik bukanlah hal yang mudah. Masalahnya
berkaitan langsung dengan mental dan kebiasaan yang berakar. Kenyataan
kehidupan bernegara, yang sedang membangun selalu mengalami tegangan
yang terus-menerus antara vang sudah dicapai dan yang masin dicita-cita-
kan, “antara- yang telah dirasakan dan yang masih dibarapkan; demikian
pula:aniara kecenderungan-kecenderungan vang baik dan vang tidak baik
dalam berbagai -manifestasinva. Namun tegangan tersebut tidak ‘berart
membatasi usaha; ‘tetapi justru menjadi dinamika kehidupan. Menyadari
sifat permasalahan vang demikian, Orde Baru menggunakan pendekatan
dengan strategl pembangunan politik bertahap. Strategi ini mencermin-
kan:sikap hati-hati Pemerintah Orde Baru agar pengalaman pahit di masa
lampau tidak terulang. Dan kini strategi itu telah mulai menunjukkan
hasilnya walaupun jalan masih panjang dan berbagai hal bisa saja masih akan
terjadi. Demikianlah Orde Baru dalam membangun demokrasi ?ancasﬂa
yang massh akan dibahas cla]am uraian selanjutnya.

DEMOKRASI PANCASILA

Membangun demokrasi Pancasila tidak lain adalah membangun sistem
politik nasional kita. Pembangunan yang demikian adalah sesuai dengan tun-
tutan dan ketentuan UUD 1943, dan berarti membangun suatu sistem politik
vang cocok dengan kehidupan bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu Pan-

Pidato Keneparaan Pejabat Presiden Jenderal Socharto, 16 Agusius 1967,
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casila, UUD 1945 dan  GBHN merupakan ‘acuan dari sistem politik kita:
Terhadap pembangunan demokrasi’ yang dilakukan pemerintah selama ini,
-banyak diskusi telah terjadi di dalam masyarakat. Diskusi tentang demokrasi
tersebut terjadi-dari.sekitar-tahun: 1966 sampai saat ini. Hal tersebut tampak
antara ]am dari tuhsan tulisan benkut

1967 :

1968 :

1969

1970 :

1971 @

1972 =

Nasuuon Basal Lidm Pcn)cleweng\n Tcrhadqp UUD 1945,

l
2, Gino, ¥ehidupan Demokrasi Pancasila dan.Orde Baru.
30

4. Undarm, S., Orde Baru i’eneﬁal\ Pemokrasi Pancasiia.

Joesaki,, Joelfian, Hak. Asas; Manum daiam Demokrasx Pancasﬂa

4 Ga.vaiba, Sldl, Dcmol\ram Dalam Pey smlan Pembicaraan Masaiah Demokras; dalam

. :Rangka Problematik Demokrasi: Pancas_lia

. Munawar, Gunarto, Pelaksanazan Demokrasi Pancasila di Indonesia Berarti

Menegakkan Serta Mewujudkan Orde Baru,

. Suny, Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasiia.

. Mester, 1 Ketut, Peranan Partai Politik dalam Alam Demokrasi Pancasila,
. Sudario, Hak-hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Demokrasi.
. Sumantri,” Sri, Dcmok_rasi'?a’ncasi]a dan Implementasinva  Menurat/Dalam UUD

1943,

. Soetrisno, Demokrasi di Indonesia.

. Choedoeri, Konstitusi dan Demokrasi Pancasiia.
. Notohamidiojo, O., Demokrasi Pancasila: Dasar Nasional Uniuk Menegara.

Nahdi, Said, Pandangan Islam Mengenai Sistem Pemerintahan Kerakyatan: Suvatu
Pembahasan Mengenai Sistemy Pemerintahan Demokrasi Pancasila.

. Masution, Abdul Haris, Demokrasi Pancasila di Masa Sekarang dan di Masa Datang.
. Nasution, Abdui Haris," Pancasila Democracy Today and Tomorrow.

. Lufi, Muh. Agus, Demokrasi Pancasifa dalam Hubungannya Dengan UUD 1945,

. Darjatmo, Demokrasi Pancasila, Sistem: Konstitusional dan Pola Eksekutif Berdasar-

kan UUD 1945,

. Sidharia, Peranan Partai-partai Politik Sebagai Alat Demokrasi Pancasila dalam

Struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

. *Sinar Darusalam,”” Pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
. Soebaii;, R.A., Masalah Penerapan Demokrasi Pancasﬂa dalam Sistem Pemerintahan

Daerah di Indonesia,

. Wijasg, I Ketut Kwat, Tinjavan TA? MPRS No. XXXVIUMPRS/I%é Tentang Pe-

doman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

. Budyaningsih, Demokrast Pancasila Menjamin Hak-hak Asasi Manusia,

- Sakimi, Sumantri, Pokok-pokok Pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

. Sukarsono, Demokrasi di Indonesia Sejak Lahirnya Orde Baru.

. Suwoto, Pemilihan Umum Adalah Salah Satn Unsur Mekanisme Demokrasi Panca-

sifa.

T arangan-karangan yang disebutkan di sini baik vang telah diterbitkan dalam media massa,
maupiun yang iicak diterbitkan {intern lembaga). Selain dalam tulisan-tulisan tersebut, masil
banvak nemberitaan menegenai demokrasi Pancasila vang dimuat dalam media lain.
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16732 10 Hazairing Dcmekrasx Pancasila::Sumbangan Pemikiran Bagi LPHN, : .
ey o 20 Dekker, Nyoman Masalah Pola Pengambllan chutusan Dalam Kerangl\a Demokras;
. _-_Pancasﬂa . . o

1974 T Sumanm, Srn Tcmang Lembdga lembag,a Negara Munurul UUD 1945,
1875 : I, Masution, Abdul Haris, Demokrasi Paacasﬁa Bcrdasu}\dn PanLas]]a/UUD ]945

2. Moerdani, Baya Demokram P'incasﬂa dcng‘in Pembangumn i i

‘3. Mahdi, Izak, The Operational Pancasila Démocracy of Indonesia.

4, Darmociahardjo, Dm‘djl, Urman Smgi\at Tent'mo Pokok pokok Demakras: Pancasnla

1976 : 1. Ahms;ai ) Hajl Beb‘,:apa Catatan Tentang Pcni,am.sian Pancasila Dengarz
© S pendekatan Kepada Tinjauan Sita ke-4-Yaitu Demokrasi Pancasila,
“2, Hadibroto, Yasir, Pumsiu Adataly’ Sasaran Untuk Mencapai Tujuan Demokrasi Panca-
csitaen s o w " .
3. Sukaraa, Demokras; ‘Jersus Keé;ktatoran.

1977 : 1. Indonesia, Depariemen Penerangan, Pemilu dan Demokrasi {cup]ikan Pidato_-pidam
atau Amanat Presiden Sogharto dalam Berbagai Kesempatan). |
2, Sitohang, J.S. Giovani, Siapa Mau Menjadi Demokrat Pancasilais?
3. 8aleh, Sgetrisno, Demokrasi Pancasila: Suaty Analisa Gerabagan.
4, Pamudji, S., Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Bidang Supra Struktor i’olltlk da-
lam Rangka Pembinaan Kerzhanan Nasional Bidang Politik. :
5. Moer, Deliar, Perkembangan Demokrast Kira.
6. Mashuri, Pancasila Demoeracy.
7.. Mashuri, Hakikal Demokrasi Pancasila. .
8. Mashuri, Demokrasi Pancasila dan Pcrtumbuhannya
- 9, Indonesia,. Departemen Penerangan, Demokrasi Pancastla dan Pertumbuhannya,
10. Harto, S., Masalah Kaltur Oposisi. da]am Demokram Pancasila.
1. Dipoyude, Kirdi, Demokrasi Pancasila.
12. Alfian, Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuban Demokram Pancasila.
.::13.: Abdulgani, Roeslan, Beberapa Catalan , tentang Demokrasi Pancasila.

1978 : 1. Maiik,'Adam, Mcnuj'a' Pclakéanaan Demokrast Pancasila.
2. Panorama de Indonesia, Democracia_lnd_on_esia._g'

Bila kita ikuti secara saksama, tema-tema diskusi demokrasi vang muncul
selama Orde Baru ini:tampaknya tidak berdiri sendiri, tetapi sedikit banyak
terkait dengan masalah peiaksanaan Pancasila dan UULD 1945, ideologi, hak-
hak asasi manusia, pemilihan umum, kedudukan pemerintah, lembaga
kepresidenan dan dwi-fungsi ABRI.

Tema-tema tersebut amat beragam, dan tidak sedikit yang bila ditelaah
lebih mendalam mengandung beberapa permasaiahan yang mendasar. Hal ini

'Jauh sebelumnya, tepatnya paca tahun 1953, seorang tokoh pergerakan nasionzl yang berjasa
dalam ikut membanie menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sajoeti Melik,
telah membuat sebuah karangan yang juga berkisar tentang demokrasi Pancasila, dengan judul
"Demokrasi Pancasila dan Perjuangan {deologi- di ‘Dalamnya.” Setahun sebeluminva, tahun
1952, Koentjoro Poerbopranoio juga telah mengupas masalah demokrasi Pancasiia dengan judul
Dasar-dasar Demokrasi Tata Megara Kita.”?
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dapat terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang terhadap demokrasi cli
Indonesia: Dalam rangka melaksanakan. demokrasi seiurut. UUD 1945 dan
Pancasila, perlulah masalah-masalah tersebut dilelakkan dan diarahkan pada
tempat vang: scmesnnya sehmgga merup’akan masukan tepa: untuk perkem:
..b'mgan demokrasl - 2 253 - -

-Ada-._-samen;ara kaiangan- m'emandang’ ciemokrasi Indonesia- ciengan‘
kacamata demokrasi Barat, suatu tolok ukur yang tidak mengena,! karena
~tidak ~sesuaiydengan ~acuan yang - selama ini menjadi .pedoman bangsa.

_ .Meskmun harus tetap, diakui bahwa ide. demakmm itu datangnya dari Baral. '
~Cara memlal yang demikian dapat.dimaklumi, karena sejak pergerakan na-
sional sampali sekarang banyak pengaruh Barat di Indonesia, lermasu%\ pada
'para tokoh.pendiri negara, maupun fokoh di la; pangan pendidikan.? '

“Tidak dapat dipungkiri bahwa letak geograflis Indonesia yang strategis de-
ngan segald-kekayazannya telah mengundang kekuatan-keckuatan luar, terma-
suk ideologi-ideologinya, bersaing pengaruh di Indonesia. Apalagi dengan ke:
majuan teknologi vang demikian majunya ini, memungi‘.mkdn arus miormasa
masuk ‘sccara mudah ke negara Indonesia.

Pengaiaman masa lalu, seperii masa berlakunya demokrasi parlementer
dan dem'okf"asi terpimpin, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
menimbulkan reaksi dan pertanyaan, akan dibawa ke manakah demokrasi
kita‘ini? Di'samping itu, kiranya ada juga ketompok- kelompok tertentu yang
mempunyal pamnh atau tu;uan po]atﬂ\ tertcnm dcngan menaatasnamai\an
demokrasi. :

IMasalah *'1olok’ ukar® sebenarnva juza pernah menjadi diskusi hangar di sekitar tahun
950-an, vakni sehubunean dengar masalah »kepribacian bangsa,” Sehubungan dengan soal
tolok ukur ini perlu dicamkan pula pidato Presiden Socharto pada tanggal 16 Agustus 1984 di
depan Sidang Umum DPR-RIL

- Kita mengeaal tokoh-tokeh bangsa Indonesia yang mendapat didikan Barat, seperti Drs. Moh,
Hatta, Mr. Supomo, Satan Sjahrir, Sulan Takdir Alisjahbana dan lain-lain, Namun demikian
tidak dapat dikatzkan bahwa befiau-beliau itu sudah tenty berpikir secara Barat. Di salnpingilu,
vang dimaksud dcngqn didikan Barat belsm tentu bahwa mereka-mereka inu sekelah di dunia
Barat, murwkm sekali hanya membaca literatur-litgratuy Baral, atau mendapal didikan yang ber-
sistemn Baral. Dan belum tentu bahwa segala sesuatu vang berasal dari dunia Barat itu berten-
sangan dengan kepribadian kita, Negara indonesia yang sedang membangun mau tidak mau tetap
mcmcrlukan ilmu pengetahvan dan 1eknaloy vang notabene asalnya dari dunia Barat. Hal ini
pun diakui oleh Presiden Socharto, vang di datam '1mamtnva pada persbukaan Kongres PGRI
tanggal 16 Juli 1984 mengatakan bahwa sejarah menunjukkan tidak ada bangsa yang maju tanpa
penguasaan ilmu pengetahuan dan tekaologi. Tugas guru dan pendidikan adalah menyiapkan
tumsbuh dan berkembangnya generasi baru yang mampu menguasai teknologi modern, NMamun
demikias kita harus waspada terhadap perkembangan teknologi maodern ilu, yang dewasa ini
membawa manusia seclah-olah pada persimpangan jalan yang sangat menentukan. Teknologi
yang sangai tinggi itu, di saru pihak dapat mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih
haik, yang lebih sejshtera dan lebith menentramkan diri. i lain pibak, teknologi yang sangat
tinggi itu dapat menjadi aiam bunuh dirt, karena dapat menjadi kekuatan dahsyat yang akan
menghancurkan dunia dengan segala isinya dalam waktu sekejap.




P
TETIOA

¢ “Namun ‘demikian, tidaklah benar bila. segalanya berjalan tanpa: keku-
rangan: Rckurangan yang ada, yang di ‘sanassini perlu pembenahans Kriiiks
kritik “konstruktif "ataupun. pemikiran-pemikiran baru - dalam ranaka.. me-
nyukseskan pembangunan demokrasi tetap diperlukan. Demokrasi itu sendm
merupakan proses yang terus-menerus, maka pembangunan demokrasi: adalah
‘tanggung jawab bersarna oleh karena uu _partisipasi semua pihak. merupakan
l\eharusan - 4 =

: DISI\BSE mengenai cunoktast did ndozwsm rampaknyva mmupalnn :
- salp® unﬁi\ap’m ‘dari ;7&.;1\011}[":‘111&111 poim]\ viing‘sifatnya kompleks. i I'hlki\
diskusi-djskusi nmiengenai “demokrasi erschut terdapat persoatan-persodlan
polilik prakiis maupun persoalan-persoalan teoretis, Di satu pihak-terdapal
kecenderungan-kecenderungan ke arah perigembangan ajaran maupun -polik-
sanaan demokrasi secara murni,: fegas dan deterministik. D1 lain pihak;ada
nendapat.bahwa perdebatan tentang demokrasi dapat berkembang terus.dan
tidak - habis-habisnyva, Proses seperti-ini dapat menjadi awal gerakan polisgik
vang menghendaki perubahan-perubahan berangkai febih lanjut, baik wang
bersitay ‘\lllll\%l]ldll maupun mendasar sampat kepada perubahan Pam_as_u_i_d
dan UUD 1945

Ada sementara kalangan . berpendapat bahwa demokrasi di Indonesxa
beium berjalan semestinya, kedaulatan ada di rangan rakyat belum ber;alan
semestinya,. karena ada anggota- MPR, DPR dan DPRD yang diangkat,
bahkan hanya sekitar 39% anggota MPR yang dipilih rakyat.3 Kemelut yang
dihadapi dewasa ini adalah akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasiﬁ

Mengenai hal kedaulatan di tangan rakyattetap harus diingat bahwa acuan
vang telah kita sepakati sejak berdirinya negara Republik Indonesia adalah
Pancasila dan'UUD 1945. Demokrasi Indonesia ada di tangan rakyat bukan di
tangan individu. Oleh karenanya perlu dibedakan antara demokrasi
kerakyatan dan demokrasi individualistik. Menurut UUD 1945 kedaulatan
ada 'di tangan ‘rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis  Per-
musyawaratan Rakyat. Dan di jaman Orde Baru ini, pembentukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dilakukan berdasarkan undang-undang 'ya_ng
berEaLu secara sah. -

Demlkzan halnya mengenai pengangkatan anggota DPR/MPR adalah
sesuai dengan Konsensus Nasional untuk mempertahankan Pancasﬂa dan

TLihat, iPMl Pemilikan Umum, jakar{a Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, Jakdrla
1972, hal. 3-17.

“Lihat Anrara, 24 Maret 1972/B, 6 dan 17 Aprii 1972/8 Abadi, 21, 22,24, 25,27 dan 30 Maret
1972, 1, 3, 4, 6, 13 dan 14 April 1972; Berita Buang, 25 dan 29 Maret 1972; Merdeka, 21 Maret
1973; Sinar Harapan, 18 Maret 1972, 3 dan 12 Aprit 1972; Swara Karve, 18, 22 dan 23 Maret 1972,

3Lihat Kempas, 5 dan 30 Mei 1977, 29 Oktober 1977, 12 Nopember 1977, Merdeka, 17 Marel
1977; Pelita, 2 Funi 1979; Sinar Harapan, 4 April 1977 dan 29 Oktober 1977.

4Lihat Adbadi, 29 Desember 1973,
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UUD 1945 secara murni-dan konsekuen, ! yang kemudian diperbaiki dengan.
Unc%ang—Undang No.:5/1975. teniang Susunan.dan. Kedudukan MPR, DPR
dan:DPRD.; Jadi: penganakatan terscbui tcl’«:h melalus proses demokrasi dx_
'dalam lembaﬂa yang sah. YL RRTISINE B S : . '

Kontrovcr51 di sekstar kebebasan hak hak asasx ‘manusia-dan sosial konm -
ti’O} merupakan bagsan ciars pelmasalahan demokrass ini pula. Satu plhak
.mengatakan bahwa dewasa ini pc: lu dltegakkan embal; aturan aturan per*_

'dan sossal Lcmrol dx Indonema zerlaiu dapengaruhl oleh pemsklran pemseran
Barat yang ferlalu. bersifat teoretis mtelektua Pandaugan ini muncul karena
bersamaan waktuﬂya di E;opa sedang teuad; puld gemkdn gerakan ydng
menentang struktur dan " sistem vang ada, vang selan}umy'é. berkembang
sebagal gerakan pemikiran radikal vang ‘tidak dapat menerima segala macam
sistem ataupun struktur.®. Aliran ini berpendapat bahwa sistem dan struktur
pada hakikatnya merupakan penindasan atas kebebasan manusia. Dalam
pada.itu, d1 tahun 1967 pimpinan MPRS telah membentuk Panitia Ad Hoc
mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak Kewagzban Megara, serta Panitia Ad
Hoc tentang Penyempurnaan Pcnjeiasan UUD. 1945, 4 : C

Sememara itu, ada maa pendapat yang mengemukakan bai 1wa dcmokra31
da_Indonessa _adalah dgm_ok_rasl Pancasila, sesuai dengan i\eprlbadtan 1n—

“TLihat Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rak yat Republik fn(itmesh,
Jakarta, 1970, hal. 450. ‘Pada aklir tahun 1967 tehah tercapai konsensus antara Pemerintah dan
Panitia :Khusus Tiga RUU, vang merupakan kelanjutan dari proses konsensus nasional sejak
lahirnya Orde Baru. Pokok-pokok konsensus itu mekiputi:

o

. Jumlah anggota DPR tidak ngombro-ombro.

. Adanya balance/perimbangan yang baik antara jumiah perwakilan Pulau Jawa dan luar Jawa.

. Faktor jumlah penduduk diperhatikan.

. Adanya.anggota vang diangkar dan vang dipilih.

. Tiap kabupaien difamin minimal mendapat 1 (satu} wakil.

. Persyaratan mengenai domisili dihapuskan.

. Yang diangkat adalah pcrwal\lian ABRI dan non-ABRI, yang non-ABRI harus non- -massal.

. Jumiah anggota yang diangkat untuk MPR adalah ¥ dari selurub anggota.
Jumiah anggota MPR ditetapkan 460 anggota, terdiri dari 360 dipiiih melaiui Pemilihan Unmum
dan 100 anggota diangkat.

. Sistem pemilil:an iaiah: proportional representation yang sederhana.

. Stelsel pemiiihan ialah: liisien-stelsel; dan

. Daerah pemilihan ialah: Dacrah Tingkat 1.

b=l ¢ B B I w PR T

el

3y jhat: IPMI, op. cit., hal. 125,

3Schubangan dcnga'ns hal flu terdapat pernyaiaan-pernyataan mengenai Neo-Marxisme dan
Mew Left, Lihat, Antara, 24 Juli 1972; Indonesia Raya, 15 Agustus 1972,

4Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Jilid V-A, Jakarta,
Sekretariat MPRS, 1972, hal. 30-33 dan Jilid X1i.
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"'dc')'_' sia,’ yang pelaksanaannya diatur oleh UULD 1945, Paham kcbebasam Adi
. daiam Demokr351 Pancasila itu adalah kebebasan yang bertanggung Jamb
Hak halk asasi manusia telah mendapat tempat di dalam Pancasila, UUI 1945
. dan ‘beberapa undang-undang lainnya, ! meskipun perumusannya lain dengan
usan hak -hak asass manus;a seperts yang iezaanium da}am k(}nst;tuSl

,muanya' memerlukan ianggun Jawab E:ega%a sesuat
3, :ci_ak ada yang mut[ak demlkian halnya dengan &cbebag

mengikut; paham mayorztas dan” mmorltas Demoi\ram Pancasila menolak
dlktator mayoritas maupun dlktator mmorltas :

Masalai} pemiiihan umam, termasuk di dalamnya proses terjadmya
Undang-Undang Pemthhan ‘Umum serta pelaksanaan pemilihan umum, ball\
pada tahun 1971, 1977 maupun 1982, merupakan bagian dari kontroversi‘ten-
tang demokrasi itu juga. Di samping masalah seperti kebebasan, hak asasiidan
keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum, dipermasalahkan pula hal-hal
yang menyangkut ABRI, Korpri, floating mass dan anggota- anggota yang
diangkai“" Dan satu pihak ada vang berpendapat bahwa pemilihan Umum
sebagai perangkat demokrasi, merupakan wahana untuk perubahan polmk
dan kenegaraan. Di lain pihak ada pendapat bahwa UUD 1945 tidak memuat
pasal-.tentang pemilihan umum. Pemilihan wmum  adalah sarana - dan
dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945, Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh dimaksudkan
seoagai sarana perubahan, terutama sarana untuk meragganti Pancasila’ dan
UUD 19433

Sedangkan mengenai kedudukan pemerintah, ada yang mengemukakan
bahwa kedudukan pemerintah telah ménjadi terlalu kuat. Akibatnya
kedudukan MPR. berkurang karena Presiden sebagai mandataris MPR tidak

'Linat, Purbopranoto, Kunt_]om Hak-hak Amsz Muonusia dan Pancasifa, Jakaria, andn)a
Paramlta 1969; Tasrif S., Hak-hak Asasi Warga Négara Ditinjaw dari Sudui UUD ]945 dan
Perundang-undangan, Jakarta, 1979; Budiardjo, Miriam, op. of., hal. 108-116,

?Lihat, Moertope, All, Strategi Pembangunarn Na.srrm(:!, Jakarta, CSIS, 1981, hal. 235, .
*Lihat, Pidaio Kencgaraan Presiden Socharto di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1976.

Lihas, [PMI, 0p. cif.; Kompuas, 30 Mei 1977; Aerdela, 19 September 1977; Pelita, 4 Juii 1977,
Sehubungan dengan Pemilihan Umum 1977 muncul (pada saat itu) kelompok yang mcnamakan
dmma Golongan Putik {Golput), yang menolak mengikuri pemilihan umum itu.

*Lihat, Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 teniang Pemilihan Umum Anggota- ang,gota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Mo, 2 Tahun 1980, :
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lagi bcrtanegung dawab ‘kepada MPR vang memilihnya: I Sementara itu-ada
vang -mengemukakan tentang konsep Welfare State {Negara Kesejahteraan)
ata’ Social Service .State. Negara/pemerintah sekarang ini bukan hanya
sebagai’ penjaga malam ‘terapi ‘harus aktif- bertanggung jawab alas Kese:
Jahieraan rfikyaz 2 ¥uatnva kekuasaan eksekuiif, khususnya Presiden, tidak
harus selalu diariikan sebagai - ‘kekuasaan. yang totaliter atau menuju ke
d;?imor 3.4 ‘Periudiperhatikan dart sudil mana kita memandangnya. Slkap,
tmﬂkah faku dan tindakan untuk kepentingan rakyatiah kiranya yang menei-
tukan. Demerinial vang kuat adakalanya diperlukan dalam rangka mencapai
"ﬁaupun memelihara stabilitas nasional yang sangat diperlukan bagi
ke%anﬁsuﬂg'm dan kelahcaran pembangunan nasional bagi kepentingan
aiaupun Eaesﬂﬂbiﬂraaﬂ rakyat.-Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan pemerin-
tah ElGLaI"i (kc%«.uabaan eksekutif), memang kuat dan mempunyai peranan sen-
tral. ' Oleh karenanva masalah ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal
4,3, 10 11,12, 13, 14,15, 17, pasal 21 ayat (2), 30, 31, 32, 33 dan 34
meémberikan kedudukan kuat kepada kekuasaan eksekuiif, khususny
PIL’S!dCI“j Tentang %\e%uasaan Pres:den ini sekalipun ‘;uas tetaps ielas.

~fa: daplhh dan .diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
(Pdsal 6.avat 2), yang separuh anggotanya adalah anggota DPR. Presiden
melaksanakan apa yang ditetapkan MPR scbagai GBHIN (pasal 3). Setelah
masa jabatannya berakhir ia dapat dipilih kembali, dan dia juga tidak dapat
dijatuhkan DPR. Sebaliknya ia juga tidak dapat membubarkan DPR. Dengan
demikian tampak: ada keseimbangan. Presiden harus mendapat perseiujuan
DPER . dalam membuat - undang-undang dan:menetapkan anggaran -pen-
dapatan dan belanja negara. Ini berarti Presiden harus bekerjasama dengan
DPR Dan walaupun Presiden tidak bertanggung jawab kepada PPR, namun
DPR dapat dan wajib mengawasi pemerintah dan bila perlu dapat mengun-
dang MPR untuk mengadakarn sidang khusus dan minta pertanggungjawaban
Presiden, ‘Dengan demikian secara tidak langsung sekalipun “tampaknya’’
kekuasaan Presiden itu besar, namun ia tidak lepas dari keharusan kerjasama
dengan lembaga-lembaga negara. Eksekutif 'yang kuat memang diperiukan.
Dalam sejarah, Indonesia pernah ‘mengalami jaman di mana kekuasaan
cksekutif lemah, yaitu waktu Indonesia melaksanakan demokrasi liberal
(UUDS tahun 1950), Akibainya setiap tahun Kabinet jatuh bangun, situasi
politik tidak menentu sehingga pembangunan tersendat-sendat. Kekuasaan
eksekutif vang lemah seperti itu dapat menjadi bulan-bulanan permainan

I ihat, Antara, 30 Desember 1977/B; Beriia Yudha, 30 Desember 1977, Merdeka, 19 Januart
1978; Pe{im, 17 dan 19 Januari [978; Sinar Herapan, 19 Januari 1978,
2Linat Budiardjo, Miriam, op. ¢if., hal. 38,

3Lihat, IPMI, op. cit,, hal 138, Pada kampanye Pemiliban Umum 1971, parpol-parpol
mengklaim adanya tolaliter ataupun dikiator. Menurut Ali Moertopo, justru sikap parpol yang
demikian i merupakan saiah satu sebab kekalahan parpol dalam Pemilihan Umum 1971,
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politik, dan:karenanya tidak akan mampu mengatur dan menjalankan- roda_
pemerintahan di seluruh wilayah Indenesia yang sedemikian luasnya dengan
- berbagai: macam persoalan. Harus tetap. diingar bahwa kuatnya kedudukan
Presiden’: bu}cm ;berartis daseorang dikiator, s ada -batas icwenanganny '
Presiden: teiap terikat oleh hukum-dan konstitusi, berada di bawah dan: ber—_
'tan;;gnng Jawab kepada MPR .dan sungguh -sungguh memperhatikan suara
-DPR: Bahkan apab:ia DPR:yakin -bahwa pemerintah telah menyimpang: dara_
P.mcris;la LU D 1945 clan GBHN maka DPR dapat mengueulkan ada ya'

mdang sstzmcwa MPR : : B

Berhaltdn dcnﬁan kcds.zdul\an pe;zlermlah 1tu nmbul pula permasalahan'
_ sckltar lembaga kepreadenan yang sebenarnya telabh muncul di permukaan
se;ak {ahun 1967. Lepas dari masalah politik prakilsﬂya hal ini tampaknya
bersumber pada perdedaan tafsir mengenai berapa kali seorang dapat dipilih
pniuk menduduki jabatan Presiden. D dalam UUD 1945 pasal 7 hanya
dlsebuikan bahwa Presiden .dan Wakil Presiden: memegang jabatan seiama
lima talun-dan sesndahnya dapat dipilih kembali. Presiden tidak harus ber—.
tanggung ;dwab kepada anggota-anggota MPR yang memilihnya, karena per-
tangﬂun giawaban “Presiden itu dlqampaikan kepada MPR sebagai lembaga
pemegang kedauiamn rakvat di Indonesia.” Namun vang jelas, MPR tidak
dibenarkan ‘untuk mengangkat “seseorang menjadi Presiden seumur hidup,
sebab menurut UUD 1945 b&['ls perlode wal\tunya adaiah lima tahun.

Sememara itu seiring dengan dspermasalahkannya peranan ABRI dakam
bidang politik, terkait pula persoalan demokrasi. Masalah ini harus diletakkan
dalam:konteks baliwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, memegang peranan
yang amat penting di dalam perkembangan Orde Baru, sehingga peranan
ABRI dalam bidang politik ‘adalah konsekuensi togis dan riil dari sejarah -
perkembangan politik Indonesia. Pada awal Orde Baru, ketika kegiatan
utama dicurahkan untuk menumpas G-30-S/PKI1, masalah ABRI belum tam-
pil ke permukaan, karena PKI masih melancarkan gerakan-gerakan fisik sam-
pai sekitar tahun 1970-an. Ketika masalah itg telah mulai diatasi, maka
mulaiiah masalah ABRI menjadi persoalan. : -

Tentang persoalan peranan ABRI di bidang politik, ada dikemukakan
bahwa sebaiknya ABRI tidak ikut serta di dalam politik. Pandangan ini mun-
cul bersamaan dengan perdebatan mengenai peranan ABRI seperti tampak di

Linat, Penjelasan UUD 1945 tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakvat adalah kuat;
Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/1973 tentang Hubungan Tala Kerja Lembaga Tertinggi Negara
Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tingai Megara; Ketetapan MPR-RI No. [II/MPR/1978
Tentang Kedudukan dan Hebungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Megara Dengan/Atau Antar
Lembaga-lembaga Tinggi Nepara.

*Lihat, Penjelasan UtJD 1945 Bab 11 tentang MPR,
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daldm SC‘Iﬂiﬂdl ‘Hukurm:Nasional- 11 tahun 1968 di mana dibahas hubungfm
'slpil mlhter ke:kutscnaaﬂ ABRIudi-dalam’ politik- oleh sementara colongan_
'dlanu,ap ilddk sesual dengans Tungsi: hakiki: militer. . D1 samping itu-ada
dlklla»valszan bahaya iergadmva 'i}\umu asi dan monopoh %{Gkuasaaﬂ poImi{

ekonomi dan m;lnc; N : : :

Ter'l\dn dengan 11'11 slu Llpersoalkan i)llld ada:wa pengangkatan zmg, oté;
angeotaABRIL vang mcnjadl anggota MPR dan DPR. Paﬂdangan ini cinang—

- papi-dengan:pemikiran: b'ihwa kcmsep dasar mengenai peranan militer- divIn.

donesw_mémana berlaman dengan konsep lain, khususnya vang Lcrdapat di
nega[am negara Barat.Bahkan perkembangan wmum di dunia vang menjadi

- semakin kompleks dan interdependen membawa kecenderungan ikut sertanya. -

militer dirdalam percaturan’ politik, ABRI dilahirkan dan dibesarkan bersa-
maan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Maka
berdasarkan kepada latar .belakang sejarah maupun kebudayaan, konsep
militer di Indonesia memuat-adanya’ dwifungsi: fungsi pe:tahanan keamanan
dan:fungsi. sosial, ‘termasuk ‘di dalamnya fungsi pohtlk D dalam sistem
politik ‘berdasarkan UUD- 1945 ABRi termasuk ke dalam apa vang dasebut
SLbdng g{)lonﬁan fungslonal

; 1Pacia Pidato. Kenegaraan di depan Sidang BPR-GR tanggal 16 Agustus 1568, Presiden Ri
Jenderal Soehario mengatakan aniara lain: TABRI dengan iefas tidak akan menjadi dikiator.
ABRI jelas tidak akan memonopeli kekuasaan. Bagi kitz spalnya bukan siapa yang berkuasa,
bukan sipil mcnguasal ABRI asau ABRIL mumuasm sipil, bahkan ABRI tidak mempersoalkan
hubungdn ABRI-sipil. Bau kita saai vang terpenting adalah tumbuhnya kekuasaan yang
demokratis Lerdasarkm Pancasxla yang niclaksanakan kehendak rakyat, vang didukung oich
rakivat dan dikontrol oleh rakval. ABRI adalah sebagian dari rakyal.” Mengenai peranan ABRI
di bidang politik dapat pula kita jumpai dalam: Simatupang, T.B., ” Re-exnamining the rele of 1he
Indonesia Army,”" Prisma, Mo, 26, March, 1961, pp. £3-28: Crouch, Harold, The Army and
Politics in Indrmesm, Landon, Cornell University Press, 1978; Sundhaussen, UlE, The Rr)ad o
Power Indmms.'a Milifary Politics 1945-1967, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1982;
Masulion, A. H. ABR{ Pwm:ak Dentokrasi UUD 1945, Takaria, Seruling Masa, 1966; Anwar,
Dewl Foriuna, V" Militer dan Politik di Indonesia: Sehush Tinjauan,” Masvarakaer Indonesia, Fa-
hun X, No. 1, 1983, hal. 157-168; Alfian, Beberupa Musalah Pembaharuan Politik dif Indonesia,
Jakarta, LIPI,; 1971; Muhaimin, Yahya, P Perkembangan Militer dalam Poliik di Indonesia,
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982; Moertopo, Ah, Suafegi Iumbmwmmn Nu—
sional, Jakana, CSIS, 1981, hal. 240-236.

24 ihat Moertopo, Ali, op. cif, hal. 245:249, Presiden Soeharto telah pula memberi wlasan
mengenai- dwifungsi ABRI di dalam berbagai kesempitan, Sementara e MPR telah pula
mengukuhkan dwilungsi ABRI Mengenai dwifungsi ABRI lihat pula Abadi, 3-12-1973,
21-12-1973, 11-1-1974, 16-1-1974; Indonesic Ravea, 18-9-1973, 8-12-1973, 10-1-1974; Koempas, i7-
12- 1973; Huarian Kimi, 15-9-1973; Tempo, 8-12-1573, 19.1-1984; Sedangkan mengenal pem-
bamunan eXonomi dapat dilihat amara lain: Judonesic Raya, 28-7-1972, 12-11-1972, 23-11- 1972;
Kompas, 11-8-1973; Harian Kami, 19-11-1972; Berita Buana, 15-8-1973, 22-12- 1973, szsrzn.’a.'a,
8-6-1970, 22-11-1972; Sinar Harapan, 10-8-1973, 10-12-1973; Pedoman, 16-2-1973, 18-12-1973;
Prismg, Pebruart 1973, Juni 1973; Tempn, 19-1-1974,
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o Persoalan”lain yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ‘mengenaj
ABRI ‘adalah masalah intcgrasi ABRIL: Sebagai dinamisator dan stabilisator;
diperlukan: ABRI yang merupakan suatu organisas yang utuh bersatu, ;iidak
terkotak-kotak apalagiterpecah-pecah. Integrasi ABRI ini melahirkan konsep
Hankam, di mana segenap unsur-unsur ABRI terkoordinasi di dalamnya,
' dis_ert_i;i dengan apa yang dikenal scbagai dokirin Haakamnas, yang
merupakan bagian dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia, N

= Di dalam dwifungsi ABRI terkandung adanya fungsi politik. Timbullah
permasalahan mengenai bagaimana dan di mana fungsi politik tersebut dapat
dilaksanakan. Mengenai hal ini terdapat berbagai pandangan. Pandangan per-
. -tama menyatakan-bahwa -ABRI dapat melaksanakan fungsi politik ity dengan
memasuki organisasi politik yang ada secara bebas. Pandangan vang kedua
- mengemukakan bahwa ABRI di atas segala golongan, dan karena itu tidak
ikut-memihak kekaatan-kekuatan politik vang add. Pandangan ketiga
menyatakan bahwa ABRI sebagai kekuatan fungsional adalah bagian ‘dari
Golongan Karya. Menurut pandangan vang terakhir ini'apabila kepada setiap
anggota ‘ABRL. diperkenankan secara bebas memilih kekuatan dan aliran
politik sendiri-sendiri, hal ini dapat menycbabkan terpecah-pecahnya ABRI
dan hilanglah identitas ABRI yang amat mementingkan organisasi serta
disiplin. Pandangan bahwa sifat ABRI adalah di atas segala golongan, tidak
boleh menghilangkan kepribadian ABRI, sebagai bagian bangsa dengan satu
ideologi nasional Pancasila.

Dengan demikian kriteria keterlibatan ABRI dalam fungsi politik adalah
Pancasila dan UUD 1945, apalagi karena kesetiaan kepada Pancasila tersebut
merupakan bagian: dari Saptamarga. ABRI akan selalu memihak kepada
kekuatan politik yang sama-sama mendasarkan diri pada pelaksanaan Pan-
casila dan UUD 1945 secara murni dan konseknen,! Karena UUD 1945
menyebutkan adanya golongan fungsional di samping partai-partai politik,
maka ABRI di dalam melaksanakan fungsi politiknya itu dipandang sebagai
bagian dari apa yang disebut golongan fungsional itu. Hal ini merupakan
salah satu sebab mengapa soal golongan fungsional seperti golongan profesi
ataupun organisasi kemasyarakatan menjadi suatu permasalahan di dalam
kancah politik.

Mengenai duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/
perwakilan melalui pengangkatan itu adalah berdasarkan konsensus
nasional Orde Baru, yang dicapai antara pengemban Surat Perintah 11
Maret 1966 dan pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk sembilan par-
tai politik dan satu Sekber Golkar, dengan tujuan untuk mempertahankan

'Likat pernyvataan Panglima ABRI Jenderal L.B, Moerdani pada wakiu bertemu dengan ja-
Jaran Garnizun Thukota, Swarg Rarya, 23 April 1983,
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Parcasila-dan UUD 1945, Inti konsensus nasional itu tertuang dalam Undani'-
Undang No:. 15:Tahun 1969 «tentang Pemilihan Umum Anggota- ang,go[a
Bad’m Permusyawaratan/?crwakﬁan Rakyai dan Penjelasannya.

- Elai berhubungan dmaan pc;anan ABRI ‘1d'1hh masalah keamanan
Kcla;mqungan pembdnf’ﬁnan nasional memeilukfm adanya tingkat keamanan
yang. mcmadas guna menup[’tk’m keachan stabil dan oleh dukungan snuam
1_pembangunan bisa bcrlannsung terus. Schubungan dengan hal ini:
2odan ..”prospenw” menjadi-tema pemikiran yang amat pcmmaz_
Tcr%&st dengan itu dikembangkan pemtkiran mengenai kewaspadaan a-
sional, Semenzaia itu konlrovem sekitar dmmkram dan hak-hak fiszm
manuma sering angagukan permasalahan . nengenai security 'zppaoas.h- -
yang. d:ki;awatsrkan akan menghilangkan dinamika dan partisipasi
masvaraiﬂt dan karena itu menghilangkan demokrasi. Terhadap persoalan
ini perlu adanya pemahaman mendasar tentang makna T"stabilitas vang
dinamis.” Security hendaknya dipandang sebagai bagian dari usaha mewu-
judkan ‘stabilitas yang dinamis. Sedangkan pilihan antara stabil dan dinamis
terkait -dengan konsep pembangunan yang bersifar integral dan  Koniinu.
Dalam pada itu memang perlu keamanan yvang mantap dan memadai, karena
masalah keamanan pada hakikatnya adalah masalah konkrit yang harus siap
setiap waktu. Keamanan harus mampu menanggulangi berbagai macam ham-
batan, gangguan, ataupun ancaman, vang dapat bersifat teknis ataupun ber-
sifat ideologis, vang terutama dan pertama-tama adalah keamanan di dalam
negeri. Semcmara faktm akior dari luar sering ikut menyelinap di dalamnva

Denaan melihat pelbagai pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa
kesadaran orang dalam bernegara (demokrasi) secara bertahap telah berkem-
bang di kalangan masyarakat di Indonesia. Problem fundamental yang selalu

'pasal 11 Undang-Undang No. 15 Tabun 1969 menyatakan balwa: T anggota Angkalan
Bersenjata Republik indonesia tidak menggunakan hak pilih,” Sedangkan Pasal 14 Uindang-
Undang No. 135 Tahun 1969 itu mcnyatakau bahwa: ’Anggota Angkatan Bersenjata Republik n-
donesia tidak menggunakan hak dipilih.” Selanjutaya Penjelasan Undang-Undang Mo, 15 Tahun
1969 itu menyatzkan bahwa: " Mengingal dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuaran sosial
yang harus kompak bersatu dan merupakan kesaiuan. untuk dapat menjadi pengawal dan
pengaman Pancasila dan-Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan seniosa, maka bagi ABRI
diadakan ketentuan tersendini, Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebur di atas tidak akan ter-
cap;ﬁ jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarii bahwa anggoia ABRI
berkelompok«keldmpék, berlain-lainan pilikan dan pendukungaya terbadap golongan-golongan
dalam masvarakar, Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilit dan
hak dipilil, tetapt mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ per-
wakilan rakvat dengan melalui pengangkaian. Duduknya ABRY dalam lembaga-lembaga per-
musyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang
menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalamy masvarakat representati{ dalam {embaga-
lembaga tersebut.

2Tema ini dikembangkan oleh Lembannas (Lembaga Pertahanan dan Keamanan rastonal).
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R mewum) pertumhu]nn dan perkembangan demokrasi -hingga saat ini dah i
masahh ideviog Y'Macam-macam ideologi-yang. muncul telah memmpalkam
“masyarakat Indonesiadalam kotak-kotak yang terpisah satu dari- vang lain,.
 Pengkotak- -kotakan tcrscbut ment?g,mng; orang mr:nu_;u ixe puhcdaan—'
.'pcrhcdaaﬂ pendapat, oricmam cian_: ke ' .
'm; Daldm_ i n

qcb'%,g‘aa aw satunya asas bawl semua. ormn a’
anpol maupun Golka: Deiwan Pamaslla scb*ieai sal'

sehmaaa S’i[ﬂ sm]a lam dlmung%m%‘an sahng komunikasi posmf salmg ba i
nm;nbdhu menu;n tatanaﬂ masmrai«at vang adxl makmux bcxdasarl\an Pan—
msx a dd!} UUD 1945

Dl sampmﬂ itu kepcmmgan ?amassla sebagai satu-satunya - asas-bagj
semua organisasi kemasyarakatan terletak pada kenyataan bahwa demokrasi
di-Indonesia ‘bukan saja memuat bidang politik, tetapi juga meliputi sosial
ekonomi-kultural * dan- spirituai, Dengan . perkataan -lain, pembangunan
demekrasi -di - Indonesia . berarti- Juga ‘pembangunan  dimensi manusia
seutuhnya, bagi seluruh nusa dan ‘bangsa. Dalam rangka itu maka bentuk
pengamalan dan:penghayatan ‘Pancasila bukan saja pada Pancasila sehagai
satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasvarakatan, tetapi juga seluruh
pembangunan nasjonal, yang dalam GBHN 1983 dmyalal\an schagai pcnga-
ma%an P*mcas;lca - : 3 :

PENUTUP

Dcmek;asl pada dasarnya selalu melclfat pada sifat dasar manusia dalam
hidup bermasvamkat - bernegara, oleh sebab itu masalah demokrasi tidak b;sa
dilepaskan dari proses benmawarakai - bernegara dalam suatu negara. Jadi
demokrasi selalu mempunyai konteks dan sejarah, Dengan perkataan lain;
demo%xass selalu akan seiring dan sejalan dcnaan kondisi-budaya suatu bangsa
karena demokrasi melupal\an salah satu unsur dalam budava bangsa. Maka
perkembangan dan pertumbuhannya akan berlangsung dan saimg bcrkajtan
dengan perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan. Proses rersebut akan
berjalan dalam dimensi rnang dan waktu dalam suatu interaksi yvang
berkesinambungan. Melalui proses tersebut subyek budaya diperkaya,

'Di masa vang akan datang dapat terjadi permasalahan tidak terlaiu berar berupa ideologi,
akan tetapi lebih berkaitan dengan masalah-masalah sosial ekonomi serta problem mobilitas d'm
efisienst sosial.
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diperkuat dengan perkembangan-perkembangan sehingga akhirnya menuju
pada benruk-bentuk budava yang lebikr baik -~ lebih serasi -- sclaras bagi
bangsa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, proses tersebut menuju
bentuk budaya yang lebih otentik. Proses budaya yang demikian disebut
akulturasi. Jadi.~demokrasi sebagai bagian dari budaya bangsa, juga
merupakan proses akulturasi. Proses pertumbuhan demokrasi Indonegsia ielah
terjadi:'dengan metalui perkembangan-perkembangan vang jupa mengarah
pada-demokrasi yang khas Indonesia, sesuai dengan kepribadian banasa
vakni demokrasi Pancasila.

Dari awal mulanya, demokrasi Indonesia seperti tercantum dalam Pan-
casila dan LU 1945, merupakan pertemuan dan pergumulan dari macam-
macam aliran kebudayvaan, baik vang datang dari luar maupun vang berasal
dari alam Indonesia sendiri. Dari berbagai macam kebudayaan tersebut kalan
ditelaah mendalam akan tampak tiga macam orientasi, vakni orientasi keaga-
maan, orientasi Barat Modern Sekular dan orientasi kebangsaan. Pertemuan
dan pergulatan aniara pengaruh-pengaruly vang datang dari luar i satu pihak,
dengan, pengaruh budaya dari kebudayaan sendiri di lain pihak merupakan hal
vang sclalu memacu dan mewarnai perkembangan demokrasi berdasarkan
kebangsaan. Hal tersebut tampak dalam masa pemerintahan Republik In-
donesia, setelah kemerdekaan sampai jaman Orde Baru. Dalam kurun wakiy
tersebut, pergulatan antara masing-masing pengarub kebudayaan dirckam
dalam peristiwa sejarah bangsz Indonesia: balk pada saai-saar setelah
kemerdekaan, pada masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, maupun
pada masa Orde Baru {demokrasi Pancasila).

Pada jaman Orde Baru, proses pertemuan dan pergumulan antara masing-
masing pengaruh kebudavaan tersebut dalam berbagai manifesiasinya masih
terus beriangsung. Sekalipun aspirasi Orde Baru cenderung mengarah pada
pilihan paham kebudayaan sendiri, vaitu paham kebangsaan - yang khas pada
kepribadian sendiri yakni demokrasi Pancasila, namun jalan menuju pada
sasaran tersebut harus melalui suatu proses interakst dan seleksi, untuk men-
cari nilai-nilai budaya yang baik dan selaras dari mana pun asalnva, serta
membuang nilai-nilai yang tidak cocok. Proses menuju bentuk demokrasi
vang otentik iersebut sungguh membutuhkan waktu yang lama serta usaha
vang tidak mudah. Upaya menuju demokrasi vang demikian mencerminkan
acuan vang terkandung dalam Pasal 32 UUD 1945 yvang dijelaskan secara
tegas sebagai berikut:

"Kebudayaan bangsa ialah kebudavaan vang timbal sebagat buah usaha budinva rakvat [n-
donesia selurunnya. Kebudayvaan lama dan asli rerdapat sebagal puncak-puncak kebudayaan
di daerab-deeralt di seluruh Indonesia, terhitung sehagai Kebudayaan bangsa. Usaha
Acbudayaan harus menujn ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan ridak
menoiak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing vang dapat memperkembangkan alau
memperkava kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertingai derajat kemanusiaan bangsa In-
donesia.”’




Maka-di dalam pembangunan demokrasi it kita harus juga berusaha mema-
Jukan kebudayaan agar mengarah pada Amm;mm aelad, budava dan ersis
teeiccKita lidak menoiak bahan- bqhan baru dari kebudavaan asing yang
dapat.: memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, seria
mempertinggi-derajar kemanusiaan bangsa Indonesia. Mempertinggi derajat
kemanusiaan bangsa indonesia adalah csensi dari segala perjuangan peiitik
danpembangunan  demokrast kita. Demokrasi. adaizh hal Kebudayvaan.
Dengan -demikian demokrasi itu perlu dilaksanakan seeara b:.skebﬁdamgﬂ
pula, Indlal hikmah dan cita-cita demokrasi Papcasila. R




